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Abstract 

This study examines media framing in reporting cases of sexual 

violence in Islamic boarding schools (pesantren) using qualitative methods 

and Entman's framing analysis model. Findings reveal that media 

predominantly employ sensational narratives, religious biases, and lack 

victim perspectives. Four dominant framing patterns were identified: (1) 

moral scandal, (2) test of faith, (3) individual deviance, and (4) anti-Islam 

conspiracy. Media ideology, economic interests, and political pressures 

significantly influence news construction. Only 30% of reports adequately 

included victim voices, while 70% were dominated by pesantren authorities' 

narratives. The study recommends implementing gender-sensitive 

journalism, enhancing media's role as social control, and multi-stakeholder 

collaboration for more ethical reporting. These findings are significant for 

developing media policies and protecting victims of sexual violence in 

religious educational institutions. 
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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis framing media dalam pemberitaan kasus 

kekerasan seksual di pesantren dengan pendekatan kualitatif dan analisis 

framing model Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media 

cenderung menggunakan narasi sensasional, bias keagamaan, dan minim 

perspektif korban. Empat pola framing dominan teridentifikasi: (1) skandal 

moral, (2) ujian iman, (3) penyimpangan individu, dan (4) konspirasi anti-

Islam. Faktor ideologi media, kepentingan ekonomi, dan tekanan politik 

terbukti memengaruhi konstruksi pemberitaan. Hanya 30% berita yang 

memuat suara korban secara memadai, sementara 70% didominasi narasi 

pihak pesantren dan otoritas. Penelitian ini merekomendasikan penerapan 

jurnalisme sensitif gender, peningkatan peran media sebagai kontrol sosial, 

dan kolaborasi multipihak untuk peliputan yang lebih beretika. Temuan ini 
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signifikan bagi pengembangan kebijakan media dan perlindungan korban 

kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama. 
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Pendahuluan 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia 

telah lama menjadi pusat pembentukan karakter dan intelektual generasi 

Muslim.1 Lembaga ini tidak hanya berperan dalam transfer pengetahuan 

agama, tetapi juga membentuk nilai-nilai moral dan sosial para santri.2 

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, citra pesantren sebagai ruang yang 

aman dan religius mulai terkikis oleh maraknya kasus kekerasan seksual 

yang terungkap ke publik.3 Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis 

tentang sejauh mana pesantren mampu melindungi santrinya dari berbagai 

bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang seringkali 

disembunyikan karena alasan menjaga nama baik institusi.4 

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren sebenarnya bukanlah 

fenomena baru, namun baru mendapat perhatian serius dalam beberapa tahun 

terakhir seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak 

korban. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018-2023 terdapat setidaknya 37 

kasus kekerasan seksual di pesantren yang dilaporkan, dengan mayoritas 

 
1 Azra. Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan. Jakarta: Logos, 2002 
2 Dhofier. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: 

LP3ES,  2011 
3 Prasetyo (2021). Sexual Violence in Islamic Educational Institutions. Journal of 

Islamic Studies, 8(3), 112-130. 
4 Nurhayati. Kekerasan Seksual di Pesantren: Antara Tabu dan Keadilan. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2023 
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korban adalah santriwati berusia 12-18 tahun.5 Angka ini mungkin hanya 

puncak gunung es mengingat masih kuatnya budaya tabu dan stigma sosial 

yang membuat korban enggan melapor. Beberapa kasus yang mendapat 

sorotan media antara lain kasus pelecehan seksual oleh seorang ustaz 

terhadap sembilan santriwati di Pesantren Jawa Timur tahun 2021, kasus 

pemerkosaan berantai di Pesantren Bogor Tahun 2022, serta kasus 

eksploitasi seksual di sebuah pesantren modern di Jakarta tahun 2023 yang 

semuanya menunjukkan pola serupa yakni adanya upaya penutupan kasus 

oleh pihak pesantren sebelum akhirnya terbongkar ke publik. 

Dalam konteks inilah peran media massa menjadi sangat krusial. 

Sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki tanggung jawab untuk 

menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang.6 Namun, 

kenyataannya pemberitaan media tentang kasus kekerasan seksual di 

pesantren seringkali diwarnai oleh berbagai bias dan kepentingan. Penelitian 

ini berangkat dari kegelisahan akademik terhadap kecenderungan media 

dalam memberitakan kasus kekerasan seksual di pesantren yang cenderung 

sensasional, kurang memperhatikan etika jurnalistik, dan seringkali 

mengabaikan suara korban.7 Media massa dalam banyak kasus justru 

menjadi bagian dari masalah karena memberitakan kasus kekerasan seksual 

dengan cara yang dapat memperparah trauma korban (reviktimisasi) melalui 

penggunaan bahasa yang tidak tepat, penyebutan identitas korban, atau 

bahkan melakukan victim blaming.8 

Analisis framing terhadap pemberitaan media tentang kasus kekerasan 

seksual di pesantren menunjukkan beberapa pola yang mengkhawatirkan. 

Pertama, kecenderungan media untuk menggunakan framing sensasional 

dengan judul-judul bombastis seperti "Guru Pesantren Tergolong Mesum 

dengan Santri" Tribun tahun 2022 atau "Pesantren 'Ternama' Dihantam 

Skandal Seks" Viva tahun 2021 yang lebih bertujuan untuk menarik 

perhatian pembaca daripada memberikan pemahaman mendalam tentang 

 
5 Komnas Perempuan. .Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta. 

2023 
6 McQuail. McQuail's Mass Communication Theory. Sage. 2010 
7 Siregar, (2022). Ethical Journalism in Reporting Sexual Violence. Media Ethics 

Journal, 9(1), 34-56. 
8 Berns, N. (2004). Framing the Victim: Domestic Violence, Media, and Social 

Problems. Routledge. 
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masalah.9 Kedua, adanya framing religius dan politis di mana beberapa 

media mengaitkan kasus kekerasan seksual dengan wacana agama yang lebih 

luas, seperti pemberitaan berjudul "Ini Ujian bagi Umat Islam" Republika 

tahun 2022 atau "Kasus Pelecehan di Pesantren: Jangan Jadikan Alasan 

untuk Menyerang Islam" Kiblat, 2021 yang justru dapat mengaburkan 

substansi kasus dan mengurangi fokus pada pertanggungjawaban hukum.10 

Ketiga, minimnya ruang bagi narasi korban dalam pemberitaan dimana 

hanya sekitar 30% berita yang benar-benar mewawancarai korban atau 

keluarga korban, sementara sebagian besar pemberitaan justru didominasi 

oleh pernyataan pihak pesantren atau tokoh agama yang seringkali bersifat 

defensif.11 

Dampak dari pola pemberitaan seperti ini sangat serius. Di satu sisi, 

pemberitaan yang sensasional dan tidak berimbang dapat menyebabkan 

reviktimisasi terhadap korban.12 Di sisi lain, framing media yang terlalu 

menekankan aspek keagamaan dapat menciptakan persepsi publik yang bias 

dan menghambat proses hukum.13 Selain itu, generalisasi yang dilakukan 

media terhadap seluruh lembaga pesantren berdasarkan kasus-kasus tertentu 

berpotensi menimbulkan stigmatisasi terhadap dunia pesantren secara 

keseluruhan, padahal kasus kekerasan seksual juga terjadi di berbagai 

lembaga pendidikan lain.14 Ironisnya, di tengah maraknya pemberitaan 

tentang kasus kekerasan seksual di pesantren, sangat sedikit media yang 

melakukan investigasi mendalam tentang faktor-faktor struktural yang 

memungkinkan terjadinya kekerasan seksual berulang di lingkungan 

pesantren, seperti sistem asrama yang tertutup, hierarki kiai-santri yang 

 
9 Shoemaker & Reese.  Mediating the Message in the 21st Century. Routledge. 

2014.  
10 Hidayat, (2023). Media and Religious Bias in Reporting Sexual Violence Cases. 

Media Culture Journal, 12(1), 89-104. 
11 Amalia, (2022). Media Framing of Sexual Violence Cases in Islamic Boarding 

Schools. Journal of Media Studies, 15(2), 45-67. 
12 Berns, 2004 
13 Prescott, (2020). Media Influence on Sexual Crime Perception. Law and Society 

Review, 54(2), 456-478. 
14 UNICEF. Ending Violence Against Children in Educational Settings. New York: 

UNICEF. 2022. 
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sangat timpang, atau kurangnya mekanisme pengaduan yang aman bagi 

korban.15 Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, 

untuk mengungkap berbagai bias dan kepentingan yang melatarbelakangi 

pemberitaan media tentang kasus kekerasan seksual di pesantren. Kedua, 

untuk memberikan rekomendasi bagi praktisi media dalam meliput kasus 

serupa secara lebih etis dan bertanggung jawab. Ketiga, untuk mendorong 

lahirnya kebijakan perlindungan yang lebih baik bagi santri dari ancaman 

kekerasan seksual. Dengan menganalisis secara kritis bagaimana media 

membingkai kasus kekerasan seksual di pesantren, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan jurnalisme yang lebih 

sensitif gender dan lebih memperhatikan hak-hak korban. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, dalam kajian ini merumuskan 

rumusan masalah diantaranya yakni, sebagai berikut: (1) Bagaimana pola 

framing media massa dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual di 

lingkungan pesantren?; (2) Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi 

konstruksi pemberitaan media mengenai kasus kekerasan seksual di 

pesantren? 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode analisis framing model Robert N. Entman untuk mengungkap 

bagaimana media membingkai kasus kekerasan seksual di pesantren.16 Data 

diperoleh melalui studi dokumen terhadap pemberitaan online dari media 

mainstream Indonesia (seperti Kompas, Detik, Republika, dan Tirto.id) yang 

meliput kasus kekerasan seksual di pesantren dalam kurun waktu 2020–

2024. Pemilihan media didasarkan pada kriteria popularitas, reputasi, dan 

kecenderungan editorial yang berbeda.17 Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui pencarian kata kunci (misalnya "kekerasan seksual 

pesantren", "pelecehan santri", dll.) di mesin pencari dan arsip berita, 

kemudian dipilih 20–30 artikel yang memenuhi kriteria inklusi (pemberitaan 

utama, bukan sekadar kutipan singkat). 

Analisis data mengacu pada empat elemen framing Entman:18 

(1) problem definition (bagaimana media mendefinisikan masalah), 

(2) causal interpretation (penyebab yang ditonjolkan), (3) moral 

evaluation (penilaian terhadap pelaku/korban), dan (4) treatment 

 
15 Nurhayati, 2023 

16 Robert N. Entman "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm". Journal of 

Communication, 43(4), 51–58. 
17 Kriyantono. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana. 2020 

18 Robert N. Entman 1993 
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recommendation (solusi yang ditawarkan). Untuk memperdalam analisis, 

digunakan juga analisis wacana kritis guna mengungkap ideologi dan 

kekuasaan di balik teks media.19 Validitas data dijaga melalui triangulasi 

sumber (membandingkan berita dari media berbeda) dan review oleh ahli 

media.20 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada bias seleksi media (hanya 

mencakup media arus utama) dan temporalitas (periode 2020–2024). Namun, 

temuan ini tetap relevan untuk memahami tren pemberitaan kekerasan 

seksual di pesantren pasca-ratifikasi UU TPKS 2022 yang meningkatkan 

perhatian publik terhadap isu ini. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Pola Framing Media Massa dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan 

Seksual di Lingkungan Pesantren  

Framing merupakan konsep fundamental dalam studi komunikasi 

massa yang menjelaskan bagaimana media mengorganisir dan menyajikan 

informasi untuk mempengaruhi pemahaman audiens terhadap suatu isu. 

Entman mendefinisikan framing sebagai proses seleksi aspek-aspek tertentu 

dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks 

komunikatif, sehingga mendorong definisi masalah tertentu, interpretasi 

kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan.21 Dalam konteks 

pemberitaan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, media massa 

menggunakan berbagai pola framing yang tidak hanya mempengaruhi 

pemahaman publik tentang kasus individual, tetapi juga membentuk persepsi 

masyarakat terhadap institusi pesantren secara keseluruhan, dinamika 

kekerasan berbasis gender, dan efektivitas sistem perlindungan anak dalam 

konteks pendidikan Islam. 

Kompleksitas pemberitaan kekerasan seksual di pesantren 

mengharuskan media untuk menavigasi berbagai sensitivitas, mulai dari 

aspek religius dan kultural hingga perlindungan korban dan akuntabilitas 

institusi. Gitlin menjelaskan bahwa frame berita tidak hanya mencerminkan 

realitas, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial melalui proses seleksi, 

 
19 Van Dijk. Ideology: A Multidisciplinar y Approach. Sage. 1998.  
20 Creswell. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 

Sage. 2014.  
21 Robert N. Entman "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm". Journal of 

Communication, 43(4), 51–58. 
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penekanan, eksklusi, dan elaborasi.22 Pola-pola framing yang digunakan 

media dalam kasus kekerasan seksual di pesantren mencerminkan tidak 

hanya praktik jurnalistik, tetapi juga nilai-nilai ideologis, pertimbangan 

komersial, dan tekanan sosial-politik yang mempengaruhi institusi media. 

1. Frame Skandal dan Sensasionalisme 

Salah satu pola framing yang dominan dalam pemberitaan kasus 

kekerasan seksual di pesantren adalah frame skandal yang menekankan 

aspek sensasional dan mengejutkan dari kasus tersebut. Bennett 

menjelaskan bahwa media seringkali menggunakan scandal frame untuk 

menarik perhatian audiens dengan menonjolkan kontradiksi antara 

ekspektasi moral terhadap institusi keagamaan dengan realitas tindakan 

yang terjadi di dalamnya.23 Dalam konteks pesantren, frame ini 

seringkali memanfaatkan shock value dari kontras antara kesucian dan 

spiritualitas yang diasosiasikan dengan institusi keagamaan dengan 

kekejian kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya. 

Media menggunakan bahasa yang emosional dan dramatik untuk 

mengkonstruksi narasi skandal, dengan headline yang menonjolkan ironi 

situasi seperti "Tempat Suci Menjadi Neraka" atau "Pesantren yang 

Kehilangan Kesucian".24 Frame skandal ini seringkali diperkuat dengan 

penggunaan imagery dan simbolisme yang kontras, seperti gambar 

bangunan pesantren yang damai bersebelahan dengan foto korban yang 

disamarkan atau simbol-simbol yang merepresentasikan trauma. 

Konstruksi visual ini memperkuat narasi tentang pelanggaran terhadap 

ruang yang seharusnya sakral dan aman. 

Namun, penggunaan frame skandal yang berlebihan dapat 

menghasilkan dampak yang kontraproduktif. Grabe et al. (2001) 

menunjukkan bahwa sensasionalisme dalam pemberitaan dapat 

mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif seperti pencegahan, 

reformasi sistem, dan perlindungan korban menuju konsumsi hiburan 

semata.25 Frame skandal juga cenderung mempersonalisasi masalah 

pada individu pelaku tanpa mengeksplorasi faktor-faktor sistemik yang 

memungkinkan terjadinya kekerasan seksual dalam institusi pendidikan. 

 
22 Gitlin. The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the 

New Left. Berkeley: University of California Press. 1980. 
23 Bennett. News: The Politics of Illusion (10th ed.). Chicago: University of Chicago Press. 

2016. 
24 Altheide. Creating Fear: News and the Construction of Crisis. New York: Aldine de 

Gruyter. 2002. 
25 Grabe, M. E., Zhou, S., & Barnett, B. (2001). Explicating sensationalism in television 

news: Content and the bells and whistles of form. Journal of Broadcasting & Electronic 

Media, 45(4), 635-655. 
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Hal ini dapat menghambat upaya reformasi struktural yang diperlukan 

untuk mencegah kasus serupa di masa depan. 

2. Frame Institusi dan Akuntabilitas 

Frame institusi dan akuntabilitas menempatkan fokus utama pada 

tanggung jawab institusi pesantren dalam mencegah, mendeteksi, dan 

merespons kasus kekerasan seksual. Iyengar membedakan antara 

episodic framing yang fokus pada kasus individual dan thematic framing 

yang mengkaitkan kasus dengan isu-isu sistemik yang lebih luas.26 

Frame institusi cenderung menggunakan pendekatan thematic dengan 

mengeksplorasi kebijakan, prosedur, dan kultur organisasi yang 

memungkinkan terjadinya kekerasan seksual atau kegagalan dalam 

penanganannya. 

Media menggunakan frame ini dengan menonjolkan pertanyaan-

pertanyaan tentang sistem pengawasan, mekanisme pelaporan, proses 

seleksi dan pelatihan pengajar, serta respons institusi ketika kasus 

terungkap. Jurnalis seringkali mencari informasi tentang kebijakan 

perlindungan anak yang ada di pesantren, apakah telah sesuai dengan 

standar nasional dan internasional, dan bagaimana implementasinya 

dalam praktik sehari-hari.27 Frame ini juga mengeksplorasi aspek 

transparansi dan akuntabilitas, termasuk sejauh mana institusi bersedia 

bekerjasama dengan pihak berwenang dan memberikan informasi 

kepada publik. 

Penggunaan frame institusi memiliki potensi positif dalam 

mendorong reformasi dan peningkatan standar perlindungan di 

pesantren. Namun, frame ini juga dapat menghasilkan generalisasi yang 

tidak fair terhadap seluruh sistem pesantren jika tidak disajikan dengan 

konteks yang memadai. pentingnya media untuk menyeimbangkan kritik 

terhadap institusi dengan pengakuan terhadap upaya-upaya positif yang 

telah dilakukan dan diversity dalam sistem pesantren.28 Frame yang 

terlalu fokus pada akuntabilitas institusi juga dapat mengabaikan faktor-

faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kerentanan anak-anak 

terhadap kekerasan seksual. 

 
26 Iyengar. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago: 

University of Chicago Press. 1991. 
27 Kovach & Rosenstiel. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and 

the Public Should Expect (Revised ed.). New York: Three Rivers Press. 2007 
28 Christians, et al. Media Ethics and Global Justice in the Digital Age. Cambridge: 

Cambridge University Press. 2009. 



@Copyright_ Fathony Karuniawa 

 Analisis Media Terhadap Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Di Pesantren 

102 | Page 
 

3. Frame Korban dan Trauma 

Frame korban dan trauma menempatkan pengalaman dan dampak 

kekerasan seksual terhadap korban sebagai fokus utama pemberitaan. 

Ryan dalam konsep victim blaming menjelaskan pentingnya media 

untuk menghindari narasi yang secara implisit atau eksplisit 

menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya.29 Frame ini 

berupaya memberikan suara kepada korban dan mengangkat 

pengalaman mereka dengan cara yang sensitif dan menghormati 

martabat mereka sebagai survivor, bukan sebagai objek penderitaan. 

Media menggunakan frame ini dengan menekankan dampak 

psikologis, sosial, dan edukatif dari kekerasan seksual terhadap korban. 

Narrasi seringkali fokus pada proses pemulihan, kebutuhan akan 

dukungan psikologis dan sosial, serta pentingnya justice dan closure 

bagi korban.30 Frame ini juga mengeksplorasi dampak sekunder dari 

kekerasan, seperti stigmatisasi sosial, gangguan dalam pendidikan, dan 

trauma yang dialami oleh keluarga korban. Media yang menggunakan 

frame ini seringkali melibatkan expert sources seperti psikolog, trauma 

counselor, dan child protection specialists untuk memberikan konteks 

professional tentang dampak kekerasan seksual. 

Tantangan dalam penggunaan frame korban adalah 

menyeimbangkan antara memberikan suara kepada korban dengan 

melindungi privasi dan keamanan mereka. Dart Center for Journalism 

and Trauma memberikan panduan tentang bagaimana media dapat 

melaporkan pengalaman korban tanpa re-traumatization atau ekspose 

yang berlebihan. Frame ini juga harus menghindari viktimisasi sekunder 

melalui penggunaan bahasa atau imagery yang dapat memperkuat 

stigma atau mengeksploitasi penderitaan korban untuk tujuan 

sensasional. Media yang efektif menggunakan frame ini biasanya fokus 

pada resilience dan agency korban, serta menekankan pentingnya sistem 

dukungan dan recovery. 

4. Frame Kultural dan Religius 

Frame kultural dan religius mengkontekstualisasikan kasus 

kekerasan seksual dalam setting nilai-nilai, tradisi, dan praktik 

keagamaan yang ada dalam komunitas pesantren.  Dalam konsep 

orientalisme mengingatkan tentang risiko stereotipe dan generalisasi 

dalam representasi kultur dan agama, terutama dalam konteks yang 

 
29 Ryan. Blaming the Victim (Revised ed.). New York: Vintage Books. 1976. 
30 Herman. Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to 

Political Terror. New York: Basic Books. 1992. 
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sensitif seperti kekerasan seksual.31 Frame ini berupaya memahami 

bagaimana faktor-faktor kultural dan religius dapat berkontribusi 

terhadap kerentanan atau sebaliknya, perlindungan terhadap kekerasan 

seksual. 

Media menggunakan frame ini dengan mengeksplorasi interpretasi 

ajaran agama tentang perlindungan anak, konsep kehormatan dan 

kesucian dalam Islam, serta bagaimana tradisi dan hierarki dalam 

pesantren dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan yang berpotensi 

disalahgunakan. Frame ini juga mengkaji bagaimana komunitas religius 

merespons kasus kekerasan seksual, apakah ada mekanisme internal 

untuk penanganan kasus, dan bagaimana reconciliation dan forgiveness 

dipahami dalam konteks keadilan bagi korban.32 

Penggunaan frame kultural dan religius memerlukan keahlian dan 

sensitivitas yang tinggi dari jurnalis untuk menghindari stereotipe atau 

cultural bias. Poole menjelaskan bagaimana media Barat seringkali 

menggunakan frame orientalis dalam melaporkan isu-isu yang berkaitan 

dengan Islam, yang dapat menghasilkan representasi yang distortif dan 

prejudicial. Dalam konteks Indonesia, media perlu berhati-hati untuk 

tidak memperkuat stereotipe tentang "fundamentalisme" atau 

"konservatisme" Islam yang dapat menciptakan islamophobia atau 

stigmatisasi terhadap komunitas Muslim secara keseluruhan.33 Frame 

yang efektif harus mengakui diversity dalam interpretasi dan praktik 

keagamaan, serta mencari perspektif dari berbagai elemen dalam 

komunitas Islam. 

5. Frame Hukum dan Keadilan 

Frame hukum dan keadilan menempatkan kasus kekerasan seksual 

dalam konteks sistem peradilan dan penegakan hukum. Frame ini fokus 

pada aspek-aspek legal dari kasus, termasuk proses investigasi, 

penuntutan, dan adjudikasi, serta bagaimana sistem hukum merespons 

kekerasan seksual dalam konteks institusi pendidikan.34 Media 

menggunakan frame ini untuk mengeksplorasi efektivitas sistem 

peradilan dalam menangani kasus kekerasan seksual, khususnya yang 

 
31 Said. Orientalism. New York: Pantheon Books. 1978 
32 Aslan. God: A Human History. New York: Random House. 2017 
33 Poole. Reporting Islam: Media Representations of British Muslims. London: I.B. Tauris. 

2002 
34 Surette. Media, Crime, and Criminal Justice: Images, Realities, and Policies (5th ed.). 

Boston: Cengage Learning. 2015 
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melibatkan anak-anak sebagai korban dan figur-figur otoritas sebagai 

pelaku. 

Dalam penggunaan frame hukum, media seringkali mengikuti 

perkembangan proses legal mulai dari pelaporan, investigasi polisi, 

penetapan tersangka, hingga persidangan dan vonis. Frame ini 

menekankan pentingnya due process dan presumption of innocence, 

sambil juga mengadvokasi hak-hak korban dalam sistem peradilan.35 

Media juga mengeksplorasi tantangan-tantangan khusus dalam 

prosecuting sexual violence cases, seperti kesulitan dalam 

mengumpulkan bukti, trauma korban dalam memberikan kesaksian, dan 

kompleksitas dinamika kekuasaan dalam institusi tertutup seperti 

pesantren. 

Frame hukum juga mengkaji adequacy dari framework legal yang 

ada untuk menangani kekerasan seksual dalam institusi pendidikan. 

Media seringkali mengangkat pertanyaan tentang apakah sanksi hukum 

yang tersedia cukup proporsional dengan keparahan kejahatan, 

bagaimana sistem hukum menangani aspek institusional dari kasus, dan 

apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi 

anak-anak dalam institusi pendidikan.36 Frame ini juga dapat 

mengeksplorasi disparitas dalam penanganan kasus serupa dan 

bagaimana faktor-faktor seperti status sosial pelaku atau institusi dapat 

mempengaruhi proses peradilan. 

6. Frame Gender dan Power Relations 

Frame gender dan power relations menganalisis kasus kekerasan 

seksual melalui lensa analisis gender yang mengeksplorasi bagaimana 

konstruksi maskulinitas dan feminitas, serta dinamika kekuasaan 

berbasis gender, berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual. 

Connell dalam teori maskulinitas hegemonik menjelaskan bagaimana 

konstruksi tertentu dari maskulinitas dapat menciptakan kultur yang 

mentolerir atau bahkan mendorong kekerasan terhadap perempuan dan 

anak-anak.37 Frame ini berupaya mengkontekstualisasikan kasus 

individual dalam framework analisis struktural tentang gender dan 

kekuasaan. 

Media menggunakan frame ini dengan mengeksplorasi bagaimana 

hierarki gender dalam masyarakat Indonesia dan kultur pesantren dapat 

menciptakan vulnerability bagi korban, terutama jika mereka adalah 

 
35 Garland. The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. 

Chicago: University of Chicago Press. 2001 
36 Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage 

Foundation. 1975. 
37 Connell. Masculinities (2nd ed.). Berkeley: University of California Press. 2005 
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perempuan atau anak perempuan. Frame ini juga mengkaji bagaimana 

konstruksi maskulinitas dalam komunitas religius dapat mempengaruhi 

perilaku laki-laki dewasa yang berada dalam posisi otoritas terhadap 

anak-anak atau santri yang lebih muda.38 Analisis ini mencakup 

eksplorasi tentang bagaimana power dynamics antara kyai-santri, senior-

junior, atau teacher-student dapat disalahgunakan untuk kepentingan 

seksual. 

Frame gender juga mengangkat isu tentang bagaimana kekerasan 

seksual dipahami dan direspons dalam konteks patriarchal structures 

yang ada dalam masyarakat Indonesia. Media dapat mengeksplorasi 

bagaimana victim blaming, slut shaming, dan honor-based concerns 

dapat mempengaruhi respons komunitas terhadap kasus kekerasan 

seksual.39 Frame ini juga dapat mengkaji bagaimana pemberdayaan 

perempuan dan pendidikan gender dapat berkontribusi terhadap 

pencegahan kekerasan seksual dan peningkatan perlindungan bagi anak-

anak dalam institusi pendidikan. 

7. Frame Reformasi dan Solusi 

Frame reformasi dan solusi menempatkan emphasis pada upaya-

upaya perbaikan sistem dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi masalah kekerasan seksual dalam institusi pendidikan Islam. 

Frame ini bersifat forward-looking dan solution-oriented, berbeda 

dengan frame-frame lain yang mungkin lebih fokus pada analisis 

masalah atau dampak negatif.40 Media menggunakan frame ini untuk 

mengeksplorasi best practices dalam child protection, model-model 

reformasi institusi yang sukses, dan inovasi dalam sistem pengawasan 

dan akuntabilitas. 

Dalam penggunaan frame reformasi, media seringkali melibatkan 

expert sources dari berbagai bidang, termasuk child protection 

specialists, educational reformers, religious leaders yang progresif, dan 

policymakers yang memiliki expertise dalam institutional reform. Frame 

ini mengeksplorasi berbagai level intervensi, mulai dari perubahan 

kebijakan internal pesantren, peningkatan training untuk staff dan 

 
38 Kimmel. Guyland: The Perilous World Where Boys Become Men. New York: Harper. 

2008 
39 Walby. Theorizing Patriarchy. Oxford: Basil Blackwell. 1990. 
40 Iyengar. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago: 

University of Chicago Press. 1991. 



@Copyright_ Fathony Karuniawa 

 Analisis Media Terhadap Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Di Pesantren 

106 | Page 
 

pengajar, implementasi sistem pelaporan yang aman, hingga reformasi 

regulasi dan oversight di level pemerintah.41 

Frame solusi juga dapat mengangkat contoh-contoh positif dari 

pesantren atau institusi pendidikan Islam lain yang telah berhasil 

mengimplementasikan sistem perlindungan anak yang efektif. Media 

dapat meng-highlight innovations dalam pendidikan seksual yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam, program-program pemberdayaan santri, dan 

mekanisme participatory governance yang melibatkan santri dalam 

decision-making processes yang mempengaruhi mereka. Frame ini 

berupaya memberikan hope dan direction bagi reformasi sistem 

pendidikan Islam, sambil mengakui kompleksitas dan tantangan yang 

ada. 

8. Frame Media dan Transparansi 

Frame media dan transparansi mengkaji peran media itu sendiri 

dalam mengungkap dan menangani kasus kekerasan seksual dalam 

institusi tertutup seperti pesantren. Frame ini bersifat self-reflexive dan 

mengakui bahwa media bukan hanya reporter pasif dari kejadian, tetapi 

juga active agent dalam proses social accountability dan institutional 

reform.42 Media menggunakan frame ini untuk menjelaskan metodologi 

investigative journalism yang digunakan, tantangan dalam mengakses 

informasi dari institusi tertutup, dan etika dalam melaporkan kasus-

kasus sensitif yang melibatkan anak-anak. 

Frame transparansi juga mengeksplorasi resistance yang dihadapi 

media dari various stakeholders, termasuk institusi pesantren, komunitas 

religius, dan bahkan pihak berwenang yang mungkin memiliki 

kepentingan untuk meminimalisir publicity dari kasus tersebut. Media 

dapat menggunakan frame ini untuk menjelaskan pentingnya press 

freedom dan public's right to know dalam konteks protecting vulnerable 

populations seperti anak-anak dalam institusi pendidikan.43 

Penggunaan frame media dan transparansi juga melibatkan refleksi 

tentang tanggung jawab media dalam balance antara informing public 

dan protecting victims. Media dapat menggunakan frame ini untuk 

menjelaskan editorial decisions yang dibuat dalam melaporkan kasus, 

termasuk keputusan tentang apa yang dilaporkan dan apa yang tidak, 

bagaimana identitas korban dilindungi, dan bagaimana media berupaya 

 
41 Freire. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum International Publishing 

Group. 1970. 
42 Christians, et al. Media Ethics and Global Justice in the Digital Age. Cambridge: 

Cambridge University Press. 2009. 
43 McQuail. McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.). London: Sage Publications. 

2010 
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menghindari sensationalism atau exploitation. Frame ini dapat 

memperkuat credibility media dan menunjukkan commitment mereka 

terhadap ethical journalism practices. 

9. Frame Komunitas dan Respons Sosial 

Frame komunitas dan respons sosial mengeksplorasi bagaimana 

berbagai elemen masyarakat merespons kasus kekerasan seksual di 

pesantren, termasuk reaksi dari alumni pesantren, komunitas religius, 

civil society organizations, dan masyarakat umum. Frame ini mengakui 

bahwa kasus kekerasan seksual tidak hanya mempengaruhi korban dan 

pelaku, tetapi juga memiliki reverberating effects pada komunitas yang 

lebih luas.44 Media menggunakan frame ini untuk mengeksplorasi 

solidarity atau division yang muncul dalam komunitas sebagai respons 

terhadap kasus tersebut. 

Media dapat menggunakan frame ini untuk menggambarkan 

spectrum respons komunitas, mulai dari denial dan victim blaming 

hingga support dan advocacy untuk reformasi. Frame ini juga 

mengeksplorasi bagaimana different segments dalam komunitas 

memiliki perspektif yang berbeda tentang kasus tersebut, tergantung 

pada faktor-faktor seperti generasi, tingkat pendidikan, exposure 

terhadap isu-isu hak asasi manusia, dan personal experiences dengan 

institusi pesantren.45 

Frame komunitas juga dapat mengangkat positive examples dari 

community mobilization untuk mendukung korban dan mendorong 

reformasi institusi. Media dapat meng-highlight peran civil society 

organizations, women's rights groups, dan child protection advocates 

dalam providing support services, advocacy, dan monitoring. Frame ini 

juga dapat mengeksplorasi bagaimana social media dan digital platforms 

telah mengubah cara komunitas organize dan respond terhadap isu-isu 

social justice, termasuk kekerasan seksual dalam institusi pendidikan.  

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konstruksi Pemberitaan Media 

Mengenai Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren 

Konstruksi pemberitaan media mengenai kasus kekerasan seksual di 

pesantren merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor 

internal dan eksternal. Shoemaker dan Reese dalam teori hierarki pengaruh 
 

44 Durkheim. The Division of Labor in Society. New York: Free Press. 1893 
45 Putnam. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: 

Simon & Schuster. 2000. 
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menjelaskan bahwa konstruksi berita dipengaruhi oleh lima tingkatan faktor, 

yaitu individual, rutinitas media, organisasi, ekstramedia, dan ideologi.46 

Dalam konteks pemberitaan kekerasan seksual di institusi keagamaan seperti 

pesantren, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan dinamika 

yang unik dalam proses produksi berita. Pemahaman mendalam tentang 

faktor-faktor ini penting untuk menganalisis bagaimana media membentuk 

narasi publik tentang isu sensitif yang melibatkan institusi keagamaan dan 

kekerasan seksual. 

1. Faktor Individual Jurnalis 

Faktor individual jurnalis menjadi elemen fundamental dalam 

konstruksi pemberitaan kekerasan seksual di pesantren. Latar belakang 

pendidikan, pengalaman profesional, nilai-nilai personal, dan worldview 

jurnalis secara signifikan mempengaruhi cara mereka memahami dan 

menyajikan isu kekerasan seksual.47 Jurnalis dengan latar belakang 

pendidikan Islam atau yang memiliki pemahaman mendalam tentang 

kultur pesantren cenderung lebih sensitif dalam penyajian berita dan 

memahami kompleksitas isu yang dihadapi. Sebaliknya, jurnalis yang 

kurang familiar dengan kultur pesantren mungkin mengandalkan 

stereotipe atau generalisasi yang dapat mempengaruhi akurasi dan 

kedalaman pemberitaan. 

Gender jurnalis juga memainkan peran penting dalam konstruksi 

pemberitaan kekerasan seksual. Jurnalis perempuan cenderung lebih 

sensitif dalam melaporkan kasus kekerasan seksual dan lebih 

memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan korban.48 Mereka 

umumnya lebih berhati-hati dalam penggunaan bahasa dan lebih 

memahami dampak psikologis dari kekerasan seksual. Sementara itu, 

jurnalis laki-laki mungkin lebih fokus pada aspek hukum dan 

institusional dari kasus tersebut. Pengalaman personal jurnalis dengan 

kekerasan berbasis gender juga dapat mempengaruhi pendekatan mereka 

dalam melaporkan kasus serupa. 

Kompetensi dan spesialisasi jurnalis dalam bidang investigasi, 

crime reporting, atau gender issues secara langsung mempengaruhi 

kualitas dan kedalaman pemberitaan. Jurnalis yang memiliki spesialisasi 

dalam investigative journalism cenderung lebih mendalami aspek 

sistemik dari kekerasan seksual di pesantren, termasuk mengeksplorasi 

 
46 Shoemaker & Reese. Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology 

Perspective (3rd ed.). New York: Routledge. 2014. 
47 Donsbach. (2004). Psychology of news decisions: Factors behind journalists' professional 

behavior. Journalism, 5 (2), 131-157. 
48 Ross, (2001). Women at work: Journalism as en-gendered practice. Journalism Studies, 2 

(4), 531-544. 
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kemungkinan adanya pola atau cover-up institusional.49 Mereka juga 

lebih memahami etika jurnalisme dalam pemberitaan kasus sensitif dan 

pentingnya melindungi identitas korban sambil tetap menyajikan 

informasi yang akurat dan komprehensif. 

2. Faktor Rutinitas Media dan Tekanan Deadline 

Rutinitas media dan tekanan deadline merupakan faktor struktural 

yang signifikan dalam konstruksi pemberitaan kekerasan seksual di 

pesantren. Tuchman menjelaskan bahwa rutinitas produksi berita 

menciptakan 'news net' yang menentukan jenis informasi apa yang dapat 

'tertangkap' oleh media.50 Dalam konteks pemberitaan kekerasan 

seksual, rutinitas ini dapat membatasi kemampuan jurnalis untuk 

melakukan investigasi mendalam atau verifikasi yang memadai. 

Tekanan deadline yang ketat seringkali memaksa jurnalis untuk 

mengandalkan sumber-sumber yang mudah diakses, yang mungkin tidak 

selalu memberikan perspektif yang komprehensif tentang kompleksitas 

kasus kekerasan seksual di pesantren. 

Praktik pack journalism atau herd journalism juga mempengaruhi 

konstruksi pemberitaan. Ketika sebuah kasus kekerasan seksual di 

pesantren mencuat, media cenderung mengikuti angle atau framing yang 

telah ditetapkan oleh media lain untuk menghindari tertinggal dalam 

kompetisi berita.51 Hal ini dapat menghasilkan homogenisasi dalam 

pemberitaan, di mana nuansa dan kompleksitas kasus mungkin 

terabaikan demi mengikuti narasi dominan yang telah terbentuk. 

Fenomena ini dapat memperkuat stereotipe atau bias tertentu dalam 

pemberitaan kekerasan seksual di institusi keagamaan. 

Sistem beat reporting dan pembagian tugas dalam newsroom juga 

mempengaruhi konstruksi berita. Reporter yang ditugaskan untuk 

meliput kasus kekerasan seksual di pesantren mungkin tidak memiliki 

background knowledge yang memadai tentang kultur pesantren atau isu 

gender, yang dapat mempengaruhi kualitas dan sensitifitas 

pemberitaan.52 Koordinasi antara beat reporter, editor, dan desk yang 

 
49 Hunter. Story-Based Inquiry: A Manual for Investigative Journalists. Paris: UNESCO 

Publishing. 2011. 
50 Tuchman. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York: Free Press. 

1978. 
51 Crouse. The Boys on the Bus. New York: Random House Trade Paperbacks. 2003. 
52 Zelizer. Taking Journalism Seriously: News and the Academy. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications. 2004 
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menangani isu-isu berbeda juga dapat mempengaruhi frame dan angle 

yang dipilih dalam pemberitaan. 

3. Faktor Organisasi Media 

Karakteristik organisasi media secara fundamental mempengaruhi 

konstruksi pemberitaan kekerasan seksual di pesantren. Orientasi 

ideologis dan kepemilikan media menentukan kebijakan editorial dan 

positioning media terhadap isu-isu sensitif yang melibatkan institusi 

keagamaan.53 Media dengan orientasi sekuler mungkin lebih kritis 

terhadap institusi keagamaan, sementara media dengan orientasi religius 

mungkin lebih berhati-hati dalam pemberitaan untuk menghindari 

stigmatisasi terhadap institusi pesantren secara keseluruhan. 

Target audiens dan segmentasi pasar media juga mempengaruhi 

strategi pemberitaan. Media yang menargetkan audiens urban dan 

terdidik mungkin menggunakan pendekatan yang lebih analitis dan 

kritis, sementara media dengan audiens religius konservatif mungkin 

lebih menekankan pada aspek moral dan reformasi internal institusi.54 

Pertimbangan komersial juga memainkan peran, di mana sensitivitas 

kasus kekerasan seksual dapat dieksploitasi untuk meningkatkan rating 

atau penjualan, yang dapat mempengaruhi cara penyajian berita. 

Sumber daya organisasi, termasuk anggaran untuk investigative 

reporting dan pelatihan jurnalis dalam isu-isu sensitif, secara langsung 

mempengaruhi kualitas pemberitaan. Media dengan sumber daya 

terbatas mungkin mengandalkan press release atau sumber-sumber 

sekunder, sementara media dengan sumber daya yang memadai dapat 

melakukan investigasi mendalam dan melibatkan expert sources untuk 

memberikan konteks yang lebih komprehensif.55 Kebijakan internal 

mengenai etika jurnalisme dan standard operating procedures untuk 

pemberitaan kasus kekerasan seksual juga mempengaruhi konstruksi 

berita. 

4. Faktor Sumber Berita dan Akses Informasi 

Ketersediaan dan aksesibilitas sumber berita merupakan faktor 

krusial dalam konstruksi pemberitaan kekerasan seksual di pesantren. 

Gandy dalam teori information subsidy menjelaskan bahwa sumber-

sumber yang dapat menyediakan informasi dengan mudah dan murah 

 
53 Herman & Chomsky. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. 

New York: Pantheon Books. 2002. 
54 Napoli. Audience Economics: Media Institutions and the Audience Marketplace. New 

York: Columbia University Press. 2003 
55 McChesney. The Political Economy of Media: Enduring Issues, Emerging Dilemmas. 

New York: Monthly Review Press. 2008 
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cenderung mendominasi pemberitaan media.56 Dalam kasus kekerasan 

seksual di pesantren, akses terhadap korban seringkali terbatas karena 

berbagai faktor, termasuk stigma sosial, trauma psikologis, dan 

perlindungan privasi. Keterbatasan akses ini memaksa jurnalis 

mengandalkan sumber-sumber lain seperti pihak kepolisian, pengacara, 

atau aktivis HAM, yang masing-masing memiliki perspektif dan 

kepentingan yang berbeda. 

Kultur pesantren yang cenderung tertutup (closed system) juga 

mempengaruhi akses jurnalis terhadap informasi internal. Banyak 

pesantren yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berinteraksi 

dengan media massa, terutama untuk isu-isu sensitif yang dapat 

mempengaruhi reputasi institusi.57 Hal ini dapat menghasilkan 

ketimpangan informasi, di mane perspektif institusi pesantren kurang 

terwakili dalam pemberitaan, sehingga konstruksi berita menjadi tidak 

seimbang. Ketika pihak pesantren memilih untuk tidak berkomentar atau 

memberikan keterangan, media seringkali mengisi kekosongan 

informasi dengan spekulasi atau mengandalkan sumber-sumber tidak 

resmi. 

Peran gatekeepers dalam institusi pesantren, seperti kyai, pengurus 

yayasan, atau humas pesantren, juga mempengaruhi aliran informasi 

kepada media. Mereka dapat berfungsi sebagai filter yang menentukan 

informasi apa yang dapat diakses oleh jurnalis dan bagaimana informasi 

tersebut dibingkai.58 Dalam beberapa kasus, gatekeepers ini mungkin 

memiliki kepentingan untuk melindungi reputasi institusi, yang dapat 

mempengaruhi objektifitas informasi yang diberikan kepada media. 

Dinamika power relations antara jurnalis dan gatekeepers ini 

mempengaruhi proses negosiasi akses dan konstruksi narasi berita. 

5. Faktor Tekanan Eksternal dan Stakeholder 

Tekanan dari berbagai stakeholder eksternal secara signifikan 

mempengaruhi konstruksi pemberitaan kekerasan seksual di pesantren. 

Kelompok-kelompok advocacy seperti organisasi hak asasi manusia, 

organisasi perempuan, dan child protection agencies memiliki 

kepentingan untuk memastikan bahwa kasus kekerasan seksual 

 
56 Gandy. Beyond Agenda Setting: Information Subsidies and Public Policy. Norwood, NJ: 

Ablex Publishing Corporation. 1982. 
57 Lukens-Bull. A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java. New 

York: Palgrave Macmillan. 2005 
58 White. (1950). The "gate keeper": A case study in the selection of news. Journalism 

Quarterly, 27 (4), 383-390. 
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mendapat perhatian yang memadai dan ditangani secara serius.59 Mereka 

seringkali bertindak sebagai claims-makers yang berupaya 

mempengaruhi framing media untuk mendukung agenda mereka dalam 

perlindungan korban dan reformasi institusional. 

Di sisi lain, komunitas keagamaan dan alumni pesantren dapat 

memberikan tekanan untuk melindungi reputasi institusi pesantren 

secara umum. Mereka mungkin khawatir bahwa pemberitaan negatif 

dapat menciptakan stigmatisasi terhadap seluruh sistem pendidikan 

pesantren dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.60 Tekanan ini 

dapat berupa kritik publik terhadap media, kampanye boikot, atau upaya 

lobby untuk mempengaruhi angle pemberitaan. Media harus menavigasi 

tekanan-tekanan yang bertentangan ini sambil mempertahankan 

independensi editorial dan komitmen terhadap akurasi berita. 

Pemerintah dan otoritas negara juga dapat memberikan tekanan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks Indonesia, 

di mana pesantren memiliki posisi penting dalam pendidikan nasional 

dan politik, pemerintah mungkin memiliki kepentingan untuk mencegah 

destabilisasi sektor pendidikan Islam.61 Tekanan ini dapat berupa 

regulasi media, pembatasan akses informasi, atau signal-signal politik 

yang mempengaruhi cara media mengkonstruksi pemberitaan. 

Advertiser dan sponsor media juga dapat memberikan tekanan 

ekonomis, terutama jika pemberitaan kontroversial dapat mempengaruhi 

image mereka atau menimbulkan boycott dari konsumen religius. 

6. Faktor Cultural dan Religious Sensitivity 

Sensitivitas kultural dan religius merupakan faktor kompleks yang 

mempengaruhi konstruksi pemberitaan kekerasan seksual di pesantren. 

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim memiliki konteks 

kultural yang unik, di mana institusi keagamaan seperti pesantren 

memiliki legitimasi sosial dan spiritual yang tinggi dalam masyarakat.62 

Media harus mempertimbangkan sensitivitas ini dalam konstruksi 

pemberitaan untuk menghindari backlash dari komunitas religius sambil 

tetap mempertahankan fungsi watchdog dan akuntabilitas publik. 

Konsep tabu dan stigma dalam kultur Jawa dan Islam juga 

mempengaruhi cara media mengkonstruksi pemberitaan kekerasan 

 
59 Entman, (2007). Framing bias: Media in the distribution of power. Journal of 

Communication, 57 (1), 163-173. 
60 Woodward. Java, Indonesia and Islam. Dordrecht: Springer. 2011 
61 Hefner. Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia. 

Honolulu: University of Hawaii Press. 2009 
62 Bruinessen  Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. 

Bandung: Mizan. 1995. 
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seksual. Diskusi tentang seksualitas dan kekerasan seksual seringkali 

dianggap sebagai hal yang sensitif dan tidak pantas untuk dibahas secara 

terbuka, terutama dalam konteks institusi keagamaan.63 Hal ini 

menciptakan dilema bagi jurnalis antara kebutuhan untuk memberikan 

informasi yang akurat dan komprehensif dengan mempertahankan 

kesopanan dan menghormati nilai-nilai kultural masyarakat. Media 

seringkali menggunakan euphemism atau bahasa yang lebih halus untuk 

menggambarkan tindakan kekerasan seksual, yang dapat mempengaruhi 

pemahaman publik tentang keparahan kasus. 

Konsep kehormatan (honor) dan muka (face-saving) dalam kultur 

Indonesia juga mempengaruhi konstruksi pemberitaan. Baik korban 

maupun institusi pesantren memiliki kepentingan untuk 

mempertahankan kehormatan mereka, yang dapat mempengaruhi 

keterbukaan dalam memberikan informasi atau komentar kepada 

media.64 Media harus sensitif terhadap dinamika ini sambil tetap 

menjalankan fungsi jurnalistik mereka. Penggunaan framing yang 

menekankan pada reformasi dan perbaikan sistem, rather than blame and 

shame, seringkali dianggap lebih acceptable secara kultural. 

7. Faktor Hukum dan Regulasi 

Framework hukum dan regulasi yang berlaku mempengaruhi 

konstruksi pemberitaan kekerasan seksual di pesantren dalam berbagai 

aspek. Undang-Undang Perlindungan Anak dan regulasi tentang 

pemberitaan kasus anak memberikan batasan-batasan yang harus 

dipatuhi media dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang 

melibatkan anak di bawah umur seperti yang sudah diatur dalam 

undang-undang No. 35 Tahun 2014. Regulasi ini mengharuskan media 

untuk melindungi identitas korban anak, menghindari detail yang dapat 

mengidentifikasi korban, dan mempertimbangkan dampak psikologis 

dari pemberitaan terhadap korban dan keluarganya. 

Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers juga 

memberikan pedoman dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual, 

termasuk prinsip-prinsip akurasi, keseimbangan, dan perlindungan 

privasi.65 Dalam praktiknya, interpretasi dan implementasi kode etik ini 

dapat berbeda-beda antara media, tergantung pada pemahaman dan 

komitmen masing-masing organisasi media terhadap standar etis. Sanksi 

 
63 Wiering. Sexual Politics in Indonesia. London: Palgrave Macmillan.. 2002. 
64 Koentjaraningrat. Javanese Culture. Singapore: Oxford University Press. 1985. 
65 Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik. Jakarta: Dewan Pers Republik Indonesia. 2006 
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dari Dewan Pers untuk pelanggaran etik dapat mempengaruhi kebijakan 

editorial media dalam mengkonstruksi pemberitaan kasus-kasus sensitif. 

Aspek hukum pidana dan perdata juga mempengaruhi konstruksi 

pemberitaan. Media harus berhati-hati untuk menghindari contempt of 

court yang dapat mempengaruhi proses peradilan, serta menghindari 

pencemaran nama baik yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum.66 

Prinsip presumption of innocence mengharuskan media untuk berhati-

hati dalam menyebut tersangka sebagai pelaku sebelum ada putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat mempengaruhi 

penggunaan bahasa dan framing dalam pemberitaan, serta timing 

publikasi berita. 

8. Faktor Teknologi dan Platform Media 

Perkembangan teknologi dan diversifikasi platform media 

menciptakan dinamika baru dalam konstruksi pemberitaan kekerasan 

seksual di pesantren. Media sosial dan platform digital telah mengubah 

landscape media dengan memungkinkan penyebaran informasi yang 

lebih cepat dan interaktif, namun juga menciptakan tantangan dalam 

verifikasi dan kontrol kualitas informasi.67 Dalam kasus kekerasan 

seksual di pesantren, informasi seringkali pertama kali muncul di media 

sosial melalui akun-akun personal atau grup-grup komunitas, yang 

kemudian dipick up oleh media mainstream. 

Karakteristik media digital yang memungkinkan penyebaran 

informasi secara viral dapat mempengaruhi urgency dan pressure yang 

dirasakan media mainstream untuk segera mempublikasikan berita, 

seringkali tanpa verifikasi yang memadai.68 Fenomena ini dapat 

mempengaruhi akurasi dan kedalaman pemberitaan, karena media 

terjebak dalam kompetisi untuk menjadi yang pertama mempublikasikan 

informasi. Algorithm-driven news distribution di platform digital juga 

mempengaruhi jenis konten yang mendapat exposure lebih besar, yang 

dapat mempengaruhi focus dan angle pemberitaan. 

User-generated content dan citizen journalism juga mempengaruhi 

konstruksi pemberitaan. Testimoni korban, saksi, atau anggota 

komunitas pesantren yang dibagikan melalui media sosial dapat menjadi 

sumber informasi bagi media mainstream, namun juga dapat 

 
66 Siregar. Hukum dan Etika Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2008. 
67 Hermida, (2010). Twittering the news: The emergence of ambient journalism. Journalism 

Practice, 4(3), 297-308. 
68 Vos & Finneman, (2017). The early historical construction of journalism's gatekeeping 

role. Journalism, 18(3), 265-280. 
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menciptakan challenge dalam hal verifikasi dan ethical considerations.69 

Media harus mengembangkan protokol baru untuk menangani jenis 

sumber informasi ini sambil mempertahankan standar jurnalistik yang 

berlaku. 

9. Faktor Ekonomi dan Komersial 

Pertimbangan ekonomi dan komersial secara signifikan 

mempengaruhi konstruksi pemberitaan kekerasan seksual di pesantren. 

Dalam era digital dan kompetisi media yang ketat, media seringkali 

menghadapi tekanan untuk menghasilkan konten yang dapat menarik 

perhatian audiens dan menghasilkan traffic atau rating yang tinggi.70 

Kasus kekerasan seksual di institusi keagamaan memiliki potensi shock 

value dan controversial appeal yang dapat menarik perhatian publik, 

namun eksploitasi aspek sensasional ini dapat mempengaruhi objectivity 

dan sensitivity pemberitaan. 

Model bisnis media digital yang bergantung pada click-through 

rates dan engagement metrics dapat mendorong penggunaan headline 

yang clickbait atau sensasional, yang mungkin tidak secara akurat 

mencerminkan konten berita.71 Dalam konteks pemberitaan kekerasan 

seksual di pesantren, tekanan untuk menghasilkan headline yang 

menarik dapat menghasilkan oversimplification atau distorsi dari 

kompleksitas kasus. Media juga mungkin memperpanjang siklus berita 

dengan mencari angle-angle baru atau follow-up stories yang dapat 

mempertahankan interest audiens. 

Ketergantungan pada advertising revenue juga dapat 

mempengaruhi kebijakan editorial, terutama jika advertisers memiliki 

concerns tentang association dengan konten kontroversial.72 Media 

mungkin lebih berhati-hati dalam pemberitaan yang dapat mengalienasi 

certain segments dari audiens mereka atau mempengaruhi hubungan 

dengan corporate sponsors. Sebaliknya, media yang memiliki business 

model yang lebih independen dari advertiser pressure mungkin memiliki 

 
69 Allan & Thorsen, Citizen Journalism: Global Perspectives. New York: Peter Lang 

Publishing. 2009. 
70 McManus. Market-Driven Journalism: Let the Citizen Beware? Thousand Oaks, CA: 

Sage Publications. 1994. 
71 Tenenboim & Cohen (2015). What prompts users to click and comment: A longitudinal 

study of online news. Journalism, 16(2), 198-217. 
72 Baker. Advertising and a Democratic Press. Princeton: Princeton University Press. 1994 
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lebih banyak kebebasan dalam konstruksi pemberitaan yang kritis dan 

investigatif. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pemberitaan media 

mengenai kasus kekerasan seksual di pesantren, dapat disimpulkan beberapa 

hal penting yaitu: 

1. Pola framing media massa dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual 

di lingkungan pesantren mencerminkan kompleksitas isu yang 

melibatkan interseksi antara agama, gender, kekuasaan, dan 

perlindungan anak. Berbagai frame yang digunakan media - mulai dari 

skandal dan sensasionalisme hingga reformasi dan solusi - masing-

masing memiliki implikasi yang berbeda terhadap pemahaman publik 

dan respons sosial terhadap isu tersebut. Frame skandal dapat menarik 

perhatian publik tetapi berisiko mengalihkan fokus dari isu substantif, 

sementara frame institusi dan akuntabilitas dapat mendorong reformasi 

tetapi berpotensi menghasilkan stigmatisasi yang tidak fair terhadap 

sistem pesantren secara keseluruhan. Frame korban dan trauma penting 

untuk memberikan suara kepada survivor dan mengadvokasi kebutuhan 

mereka, tetapi harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk 

menghindari re-traumatization atau eksploitasi. Frame kultural dan 

religius dapat memberikan konteks yang penting tetapi memerlukan 

expertise dan sensitivitas untuk menghindari stereotipe atau bias. Frame 

hukum dan keadilan dapat memperkuat accountability tetapi harus 

menyeimbangkan antara transparansi dan due process. 

2. Konstruksi pemberitaan media mengenai kasus kekerasan seksual di 

pesantren dipengaruhi oleh interaksi kompleks dari berbagai faktor yang 

saling terkait. Faktor individual jurnalis, rutinitas media, karakteristik 

organisasi, tekanan eksternal, sensitivitas kultural, framework hukum, 

perkembangan teknologi, dan pertimbangan ekonomi secara kolektif 

membentuk cara media memahami, memproses, dan menyajikan 

informasi tentang isu sensitif ini. Pemahaman mendalam tentang faktor-

faktor ini penting untuk mengembangkan critical media literacy dan 

mendorong praktik jurnalisme yang lebih bertanggung jawab dalam 

pemberitaan kasus-kasus kekerasan seksual. Media memiliki tanggung 

jawab untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dan tekanan ini 

sambil mempertahankan komitmen terhadap akurasi, fairness, dan 

public interest dalam melayani fungsi demokratis mereka. 
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